
Sejak tahm 1950-an, msalah 1 

clan o l d  sebab itu diupa s m r a  bersaw- 

fauna di bumi. 
Kekhawatirm rnasya 

memgengah politisi dan t 
pada negara-negara yang s&ng b 
terutama kepada negara-n 

global old eeksploita 
yang d isebabh 
mmingkatkan kuali 
tahun 2000 sebagai 
hutan tropis. 

Indonesia sebagai sahh satu n-ra m0 y q  merniE 10% 
hutan tropis dmia dan pen@il plyvirood dwia telah 
lanjuti keputusm ITTO tersebrrt den&an m SK Mat& 
Nornor 252ets-W1993 dan SK Pe Nornor 576ixpts-EV1993 
Kriteria dan hdikator Pengelolaan prduksi Mam hdonesia 
Lestari serta mengeluarkan SK Nomr  610/Kpts-W1993 fcriteria d m  



lndikator Pagelolaan Hutan Alam S m r a  Lestari pa& Tingkat R/lanajemen 
Unit. 

Namun hams disadari bahtva pengelolam h Indonesia rnasih hams 
d i s m p u m a h  mtuk memenuhi kriteria hutan d e n p  pagelolaan lestari. 
Terbukti dengan kenyataan di lapangan terutarna pada tingkat pengelolaan 

a lain masib bmyaknya kawasan hutan yang belum ditata 
n, masih belum efekifhya kegiatan perllndungan hutan, 

masih kurang dilibatkmya masyarakat di &lam d m  di utan dan belum 
dilaksanakan petunjuk t e h s  secara benar dan s 

Salah satu penyebab yang c d a p  rnendasar t 
manusianya, khususnya sumberd 
Kenyataan & lapangan m e n 4  ah tenaga telavs yang 
dikerjakan pada I-LPH belum seim 

Untuk mewuj pagelolam hutan secara lestari di hdonesia perlu 
dilahkan peningkatan kuantitas d m  kualitas profesionalisme rimbawan serta 
mengkutkan mereka &lam pagambilan keputusan, terutarna pada tingkat 
rninajeman unit (IFPw). 

Keberhasilan pernbangunan k a tidak terlepas dari 
peran rimbawan, baik yang berada di maupun pemsahaan 
swasta. Salah satu tolok u h r  keberhasilan adalah besarnya devisa negara yang 
didapat dari sektor kehutanan dan menjadi primadona terbesar setelah minyak 
bumi dan gas. 

Namun di t a g a h  keberhasilm sekor keh an &lam pembangunan 
nasional pada akhir-akhir ini timbul isu bahvva pemanfaaan sumberdaya hutan 
di negara-negara tropis (temasuk hdonesia), dilakukan dengan kurang 
bGaksana. Konsekuensi dari pe i i  menyababkm Indonesia sebagai 
negara yang rnemiliki 10% luas tropis dunia dan sebagai pengekspor 
plywoad terbesar di dmia serta sebagai ncgara Mega Biodkers* nomor tiga di 
dunk, a&rnya hams meninjau kembali pelahanam pengelolaan hutannya. 

Sebenarnya pagelolaan h di Indo~~esia telah lama diarahkan pada 
pagelolaan hutan secara berkelanj utan, dengan keluarnya kebijakan-kebijakan 
baik yang bersifat teknis maupun non-tekinis. Namm dalam kenyataannya 
petwuk-petunjuk tersebut belum dilaksanakan secara benar dan konsekuen, 
temtama pada tingkat manajemen u n i t  WH. 

Penyebab yang sangat rnendasar sulitnya penerapan pengelolaan hutan 
secara lestari dimtaranya disebabkan oleh : 
1. Belum banyak rimbawan yang handal di hdonesia yang rnernilih sosok : 

a. Profesional, ahli dalam penguasaan iltn~i pengetahuai~ dan teknolog 



b. Kepekaan d m  cepat tanggap terhadap pembahan-perubahan global dan 
pembahan lingkungan. 

c. Kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. 
d. Jiwa wiraswasta yang tinggi bagi mereka yang bekerja di B d m  

perusaham swasta (Suryohadikusumo, 1994). 
2. Masih kurangnya jurnlah rimbawm dibandingkm dengan luas sumberdaya 

hutan yang harus dikelola. Salah satu contoh dapat dilihat dari data yang 
dihmpun terhadap 13 IZPH di Daerah Istimewa A ~ e h  yang merniliki total 
luas konsesi pengusahaan hutan 1.209.500 ha, hanya melibatkan sekitar 35 

Kehutanan, 8 Sarjana Muda Kdutanan dan 10 lulusan S 

3.  kmbawan masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusm dan 
kecilnya wwmang mereka pa& tingkat manajemen. unit. Hal ini terbukti 
dengan hampir tidak adanya rimbawan yang madudula posisi manajer camp 
dan mana je rha la  produksi, apalag pada posisi kunci, yaitu direlrtur dan 
kornisaris. Umumnya mereka & t e m p a h  pada staf perencanaan d m  
pembinaan hutan. 

;Pen-nya Ehistensi Tenaga TeGs  K e h u b m  
ddartl Perngelolam En- Secara Lestari 

Dalam konsep pengelolaan hutan secara lestari penekanan terhadap 
eksistmsi rimbawan baik jurnlah, profesionalisme dan andiinya belum mendapat 
perhatian seperti yang diharapkan. Kebijaksanaan rnenuju pagelolaan hutan 
secara lestari yang telah ditetapkm baik dalam SK Nlmteri Kehutanan No. 
252Qts-W1993 dan SK Perubahan No. 576Qts-W1993 tentang Kriteria dan 
hdikator Pagelolaan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari serta SK 
No. 6 10Kpts-W1993 tentang Kriteria hdikator Pagelolaan 
Produksi Alam S a r a  Lestari pada Tin&t emen Unit, belum menjadikan 
sumberdaya manusia keh an sebagai salah satu aspek yang cukup mendasar 
dalam rmgka menuju pagelolaan hutan secara lestari. Pada kriteria yang telah 
disusun, tenaga t e h s  kehutanan hanya mempakan bagan dari aspek sosial 
ekonorni . 

Berdasarkan GBHN 1993 dan berbagai pertimbangan seperti 
dikemukakan di atas maka diusulkan agar dalam h te r ia  pengelolaan 
secara lestari, persoalan sumberdaya rnanusia kehutanan diberi perh 
dan dijadikan satu aspek tersendiri. Kriteria hendaknya rnmumt enam aspek, 
yaitu aspek sumberdaya hutan, kelestarian hasil, konservasi, sosial ekonomi, 
institusi dan aspek surnberdaya manusia kehutanan. Sedangkan indikatomya 
meliputi penyerapan tenaga kehutanan, kualitas tenaga t e h s  keh 
posisiljabatan tenaga kehutanan. 



Diharapkan dengan adanya knteria dm indikator seperti itu, maka plhak 
pemegang W H  akan lebih memperhatikan eksistensi tenaga teknis kehutanan, 

, pemberim posisi p 
sejauh tidak bertentanw dmgan ekonom 
mendapatkan hasil yang diing 

ditinjau kembali kebiakan tentang standar judah tenaga teknis 
berdasarkan luas yang telah ditetapkan, sebab kebijakan terse 

upaya menempatkan para rimbawan pa& posisi yang wtal dalam 

Penekanan ini s enting karma selama ini h m b t a n  yang paling 
mendasar untuk rn pagelolaan hutan secara lestan disebabkan 
kepada rimbawan yang berada di W H  kurang diberikan kesempatan dalam 
pwgambilan kegutusan, terutama &lam. men&pkan besamya produksi, karma 
dicurigai dapat m e w k a n  pemsahaan. 

Di lain pihak, rimbawan yang tdah berkecinnpung pada tingkit m-e- 
men m t  mH tetap mmpe profesionalismenya. Hasil Muktamar 
PERSAKT pada bulan Juni 1987 yang dikutip oleh Effendy (1990) merekomen- 
dasikan agar profesimalisme yang m e w  a h  resu&ante kemampuan teknis, 
ded~kas~ dan etika K d e  etik PERSAKl ditaati oleh para rimbawm. 

udkan pengelolaan hlrtan secara lestari (SusiaiiMable Forest 
Managemnt), hams &md ngkatan kualitas s 
nusia, terutama sumberdaya utanan, kualitas dm 

2. Dalam knteria dan indikat hutan alam produksi lestan perlu 
entinmya eksistensi surnberdaya manusia, temtama smberdaya 

3.  Sesuai dengan C;Bm dan upaya mewjudkan pengelolaan h 
disarankan agar sumberdaya manusia kehutanm dalam kriteria dan indikator 
pagelolam &ja&kan aspek tersendiri, bukan mempakan bagian dari aspek 
sosial ekmorni. 

4. Departemen Kehutanan perlu mengeluarkan kebijaksmaan tentang penam- 
bahan jumlah tenaga tekrus kehutanan dalam standar tenaga t e h s  kehutanan. 
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